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B. Sistem Pengawasan Perizinan Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan 
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4 Bagaimana cara yang tepat dan efisien untuk pengawasan perizinan pembangunan 

perumahan subsidi? 
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Perizinan Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Kabupaten Nagekeo 
No.                                                   Pertanyaan      

1 Apa saja faktor yang menghambat pengawasan perizinan pembangunan perumahan 
subsidi? 

2 Apa yang menjadi masalah utama dalam pengawasan perizinan pembangunan 
perumahan subsidi? 
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 2 Apakah ada perencanaan jangka pendek, menengah, panjang dalam upaya 

perencanaan bertahap? 

3 Apakah ada kendala dalam upaya mengatasi faktor penghambat yang ada? 
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PANDUAN WAWANCARA 

UPAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 

DALAM PENGAWASAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

BANTUAN SUBSIDI DI KABUPATEN NAGEKEO 

 

A. Identitas Narasumber Kepala Dinas Kabupaten Nagekeo 

 

No.           Uraian                        Keterangan 

1. Nama Bapak Antonius Lori, St.M.M 

2. Alamat Aeramo, Mbay, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo  
3 No.HP 62 81353558997 

4. Instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 

5. Jabatan /Lama Bekerja Kepala Dinas/4 Tahun 

6. Jenis Kelamin Pria 

7. Pendidikan Terakhir Magister 

A. Sistem Pengawasan Perizinan Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman Kabupaten Nagekeo 
 

No Pertanyaan  Jawaban  

1. Apa tujuan dari pengawasan 

perizinan pembangunan 

perumahan subsidi? 

Tujuan  dari pengawasa perizinan 

pembangunan perumahan subsidi 

ini adalah untuk membantu 

membimbing dan memberikan 

edukasi kepada masyarakat calon 

penerima bantuan agar proses 

perizinan dapat berjalan lebih 

efisien. 

2. Bagaimana prosedur 

pengawasan perizinan 

pembangunan perumahan 

subsidi ? 

Setelah mendapatkan nama calon 

penerima bantuan maka TFL akan 

melakukan pemetaan untuk 

mendata jumlah calon penerima 

dan pengecekan terhadap rumah 

calon penerima untuk mengetahui 
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apakah calon penerima memenuhi 

persyaratan sebagai calon penerima 

bantuan perumahan subsidi 

sehingga selanjutnya dapat 

dilakukan pengurusan SK Bupati 

terhadap pelaksanaan 

pembangunan perumahan subsidi 

tersebut. 

3. Adakah Undang-Undang 

yang mengatur pengawasan 

perizinan pembangunan 

perumahan subsidi? 

Adapun untuk system pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas 

Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman ini kami dipercayakan 

oleh Bupati berdasarkan Peraturan 

Bupati Tahun 2018 tentang 

Parubahan Peraturan Bupati Nomor 

49 Tahun 2016 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Tatakerja Dinas sehingga 

dipercayakan Dinas ini untuk 

mengelola bantuan perumahan dan 

kami memberikan bantuan ini 

sesuai yang dipercayakan Bupati 

kepada kami 

4. Apa saja faktor yang 

menghambat pengawasan 

perizinan pembangunan 

perumahan subsidi? 

Umumnya masalah yang sering 

menjadi penghambat adalah 

masalah kepemilikan tanah dari 

dalam internal calon penerima 

bantuan itu sendiri yang belum 

jelas kepemilikannya.  

5. Apakah upaya yang dilakukan 

Pemerintah dalam mengatasi 

masalah pengawasan 

perizinan pembangunan 

perumahan subsidi? 

Saya ambil contoh kasus jika suatu 

tanah adalah tanah warisan yang 

diwariskan kepada salah satu 

anaknya. Maka setiap saudara 

Bersama anak tersebut akan 

melakukan diskusi yang kami sebut 

“Babho”  untuk memberikan 

kepemilikan tanah kepada calon 

penerima bantuan sehingga pada 

saat pembangunan tidak ada 

masalah yang berkaitan dengan 

kepemilikan tanah. 
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